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Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat faktor teknis yang 

diangggap menghambat dan mendukung. Faktor yang mendukung dalam 

implementasi Formularium Nasional adanya dukungan dari direktur rumah 

sakit dalam melakukan sosialisasi penggunaan obat formularium nasional di 

lingkungan rumah sakit sedangkan faktor yang menghambat adalah lama 

proses terkait regulasi pengadaan di distributor obat ataupun tidak semua 

item obat Formularium Naional yang tayang di Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).   

Dengan menghubungkan pada teori hukum yang digunakan yaitu 

Teori Kebijakan, dokter sebagai pelaku kebijakan cendrung menolak obat-

obat yang ada di formularium karena menganggap kurang efketif untuk 

diresepkan pada pasien. 

Pembuat kebijakan yaitu direktur sebagai pimpinan rumah sakit 

dalam membuat kebijakan dapat menggunakan hasil evaluasi yang sudah 

dilakukan oleh instalasi farmasi bersama dengan komite farmasi dan terapi, 

agar dalam pelaksanaannya dapat diterima dan dilaksanakan secara 

bersama-sama dan lebih optimal. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Implementasi Formularium Nasional di rumah sakit swasta kota Padang 

dilaksanakan dengan membuat kebijakan untuk membentuk Formularium 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

 

 

 
 

75 

 

Rumah Sakit yang diturunkan dari Formularium Nasional, disahkan oleh 

direktur sebagai pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan atau Peraturan 

Direktur untuk digunakan oleh setiap dokter saat peresepan guna 

memberikan terapi yang efektif kepada pasien. 

2. Kendala rumah sakit swasta dalam memberikan hak pasien BPJS atas 

Formularium Nasional yaitu: Pengadaan obat yang sering kosong pada 

Aplikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

(LKPP), dokter yang tidak patuh pada saat peresepan sehingga sering 

tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit yang sudah ada dan 

pasien sendiri yang beranggapan bahwa obat dalam Formularium 

Nasional adalah obat yang kurang bermutu. 

B. Saran 

Terkait dengan implementasi kebijakan penggunaan Formularium 

Nasional untuk pasien BPJS di rumah sakit swasta kota Padang ada 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Direktur rumah sakit  

Lebih intensif melakukan sosialisai guna meningkatkan kesadaran dokter 

dalam membuat resep sesuai dengan Formularium Nasional. 

Memberikan Reward kepada penulis resep sesuai formularium rumah 

sakit atau Punishment bila tidak menggunakan obat sesuai formularium 

rumah sakit. 

2. Instalasi Farmasi  
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Instalasi farmasi memastikan obat yang ada dalam Formularium Rumah 

Sakit tersedia dalam e-Catalogue sehingga diharapkan pengadaannya 

lebih cepat dan segera berkoordinasi kembali pada distributor obat jika 

dalam pengadaannya terlalu lama. Apoteker agar meningkatkan 

kolaborasi dan koordinasi dengan dokter melalui Komite Farmasi dan 

Terapi dan Komite Medik. 

3. Dokter  

Saat menuliskan resep agar melaksanakan Kebijakan Direktur atau 

Peraturan Direktur untuk menggunakan Formularium Nasional dan 

Formularium rumah sakit sebagai acuan. 
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